TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN PENCABULAN YANG DILAKUKANORANG DEWASA TERJADAPANAK DI BAWAH UMUR
[bookmark: _GoBack](Studi Kasus Kejaksaan Negeri Medan, Sumatera utara) 

Oleh:
WILIA NARTI
155114055

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur sehubung dengan diterbitkannya PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Didalam PERPPU ini terdapat penambahan sanksi hukuman yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak termasuk tindak pidana pencabulan. Tetapi PERPPU ini banyak menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan terkait dengan hukuman-hukuman yang terdapat di dalam PERPPU tersebut.Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui mengenai hak restitusi yang di atur dalam PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Medan, dengan menggunakan metode peneliatian yuridis normatif-empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta  implementasi nyata yang terjadi di masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Tehnik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan jaksa yang menangani kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, dan jugamenelaah dokumen-dokumen pemerintah maupun non-pemerintah. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang diperoleh sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualitatif kajian.
Berdasar dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 belum dapat di terapkan dalam menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak termasuk tindak pidana pencabulan, karena dalam PERPPU tersebut masih terdapat kendala dalam penerapan hukumannya seperti tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan kebiri. Dan mengenai hak restitusi belum ada orang tua anak korban yang mengajukan permohonan hak restitusi di karenakan ketidak pahaman mengenai pengurusan hak restitusi tersebut, selain itu untuk pengurusan hak restitusi tersebut juga memerlukan biaya. Dan pelaku yang terlibat tindak pidana pencabulan kebanyakan dari keluarga yang memiliki taraf perekonomian rendah sehingga tidak mampu untuk membayar restitusi tersebut.
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JURIDICAL ANALYSIS ON SEXUAL HARASSMENT COMMITTED BY ADULTS
ON MINORS
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ABSTRACT

The objective of the research was to find out sexual harassment committed by
adults on minors concerning the issuance of the PERPPU (Substitute Government
Regulation) No. 1/2016 on the Second Amendment of Law No. 23/2002 on Child
Protection. In this PERPPU, additional sanction is intended to make deterrent effect for
the perpetrators of sexual harassment criminal act on minors, including molestation.
However, this PERPPU causes pros ad cons concerning the punishment. The objective
of the research was to find out restitution right specified in PP No. 43/2017 on the
Implementation of Restitution for minors as the victims.

The research was done at the District Attorney'’s Office using juridical
normative-empirical method which analyzed legal provisions and the real
implementation in society. Secondary data were obtained by from primary, secondary,
and tertiary legal materials. They were gathered by conducting in-depth interviews with
the attorney who handled the case of sexual harassment on minors and by analyzing
government and non-government documents. The research also used qualitative
analytic method which included all data in order to establish description which
supported the qualitative research.

The result of the research showed that PERPPU No. 1/2016coould not be
Implemen/ed in imposing legal sanction on the perpetrators of sexval harassment on
Yugling molestation due to the problems in installing electronic detecting
Hagvation. Concerning restitution right, there are no parents of the victims

by and the perpetrators are usually come from low economic families
afford to pay the restitution.





